
 

 

 

WALIKOTA MOJOKERTO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 

NOMOR 7  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  

KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018-2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 WALIKOTA MOJOKERTO,  

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan 

evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau 

penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh 

Pemerintah; 

b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto 

Tahun 2018-2023, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 perlu 

dilakukan perubahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud 

dalam huruf  a dan huruf b, perlu menetapkan  Peraturan 

Daerah tentang  Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan  Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018- 

2023; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerahdaerah Kota Kecil Dalam Lingkungan  

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat, 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 

dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang 

Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 726, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6398); 
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6515); 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3242); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang 

Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6133); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80); 

21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 136); 

22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

10); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Perubahan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-

2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 

Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Nomor 15); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94); 

32. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 

Kota Mojokerto Tahun 2009 Nomor 1/E); 
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33. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota 

Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 31/D, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D); 

34. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018–2023 (Lembaran 

Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E); 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO  

dan  

WALIKOTA MOJOKERTO  

MEMUTUSKAN :  

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

(RPJMD) KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018-2023. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto 

Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018–2023 

(Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3/E, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 

3/E) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 5 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, RPJMD 

menjadi pedoman penyusunan rencana  pembangunan 

sampai dengan  Tahun 2023 dan dapat  diberlakukan 

sebagai RPJMD transisi sebagai pedoman penyusunan 

RKPD Tahun 2024 sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 

2024-2029 yang memuat visi dan misi Walikota dan Wakil 

Walikota terpilih. 

(2) Visi, misi, tujuan, sasaran,  strategi, arah kebijakan dan  

program pembangunan  dilaksanakan Perangkat Daerah  

yang ditetapkan dengan  Peraturan Daerah Kota  Mojokerto 

Nomor 8 Tahun 2016  tentang Pembentukan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota  Mojokerto Tahun 2016 

Nomor 8,  Tambahan Lembaran Daerah  Kota Mojokerto 

Tahun 2016  Nomor 8) sebagaimana telah  diubah beberapa 

kali, terakhir  dengan Peraturan Daerah Kota  Mojokerto 

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016  

tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Kota  Mojokerto Tahun 2020 Nomor  27/D, Tambahan 

Lembaran  Daerah Kota Mojokerto Tahun  2020 Nomor 

27/D). 

(3) Dalam pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah 

kebijakan dan program pembangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat perubahan 

Perangkat Daerah akan menyesuaikan dengan ketentuan 

Peraturan Daerah yang mengatur Perangkat Daerah. 

 

 

2. Ketentuan Pasal 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 6 

Dihapus. 

 

3. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga  berbunyi sebagaimana 

tercantum  dalam Lampiran dan merupakan  bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 

 

 

 

 



Pasal II 

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kota Mojokerto. 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada tangg 	 Oktobir 2021 

OJOKERTO, 

Diundangkan di 

pada tanggai(çJLAA  

(IRAtSI 

\O 

2021 

A MOJOKERTO 

/Pembina Utama Muda 

NIP. 19680206 199301 1 002 

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 47/D 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PRO VINSI JAWA TIMUR: 

190-7/2021 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 

NOMOR 7 TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)  

KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 -2023 

 

I. UMUM 

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah Kota Mojokerto 

Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto 

Tahun 2018 -2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan 

Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Kota Mojokerto Tahun 2005–2025 serta dengan 

memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional 

maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di tingkat Kota Mojokerto. Selain 

visi dan misi, RPJMD Tahun 2018-2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah 

kebijakan dan program-program beserta pagu indikatifnya yang disusun dalam 

rangka pencapaian visi dan misi Wakilota dan Wakil Walikota. RPJMD selanjutnya 

digunakan sebagai pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

Berdasarkan uraian diatas maka ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil 

pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau 

penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu 

dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan 

apabila:  
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a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak 

sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;  

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan 

tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan  

c. terjadi perubahan yang mendasar dalam hal ini sebagai akibat Pandemi Covid-19 

yang secara nasional Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-

Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian terhadap Peraturan Daerah Nomor 

10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Kota Mojokerto Tahun 2018 -2023, maka diidentifikasi hal-hal sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan RPJMD 

Penyusunan RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 belum didasarkan 

konstruksi kelembagaan Perangkat Daerah pada Peraturan Daerah Kota 

Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut 

terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 

061/2911/SJ Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 

2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah 

Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan 

Pemerintah. 

2. Evaluasi hasil RPJMD 

a. substansi dokumen RPJMD belum memuat arah kebijakan tahunan sebagai 

pedoman penyusunan RKPD sehingga prioritas pembangunan Kota Mojokerto 

perlu dilakukan penyesuaian. 
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b. diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah yang mengamanatkan perubahan struktur 

organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan restrukturisasi perangkat 

daerah pada Pemerintah Kota Mojokerto sehingga menyebabkan berubahnya 

jumlah perangkat daerah serta terjadinya perubahan program-program 

pembangunan beserta indikatornya dikarenakan adanya perubahan tugas 

pokok dan fungsi sesuai kewenangan yang baru. 

c. bahwa dalam rangka memberikan ukuran pencapaian tujuan dalam RPJMD 

Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 perlu ditambahkan indikator tujuan yang 

merupakan dasar mengukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam mencapai 

visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota ditengah kondisi Pandemi COVID-19 

yang secara nasional Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 

Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi Undang-Undang. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka RPJMD Kota 

Mojokerto Tahun 2018-2023 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya 

dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah. 

Pelaksanaan Perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD sebagai 

dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Mojokerto untuk Tahun 2018-

2023. 

 

PASAL DEMI PASAL 

Pasal I  

Cukup Jelas.  

Pasal II  

Cukup Jelas.  

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021 NOMOR 47/D 


